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4. Undang-Undang Nomor 18 Talhun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagiamana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran  Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048): :

wn

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah (1.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

L.enibarar Neyara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomar 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3843):

Undang-undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 )

)

§. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrib usi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 41 39);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan Perundang-undangar  dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
“dan Ranczmgan Keputusan Presiden;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerabh;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001
tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum

Dagrah;

14 Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 22 Tahun 2001
tentang  Bentuk Produi-produk Hlukum Daerah;

[5. Keputusan Menterd Dalam Neged Nomor 24 Tahur 2001
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Daecab. Nowor 16 Tatum 2000 teatang Pembertukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Takun 2000 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 72).
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). Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Nihil, v

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
Perundang-undangan Retribusi  Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

_Masa Retribusi  adaiah jangka waktu yang lamanya sana dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangla waktu fain yang ditctapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali
bila Wajib Retribusi enggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

takwim.

). Refribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam

Masa Rewribusi |, dalam Tahun Retribusi , atau dafam bagian Tahun Retribusi
menurut ketentuan peraturan pecundang-undangan cetribusi daerah.
. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pemberitalizan Retribusi Dacrah. yany dapat disingkat SPTRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau
pembayaran Retribusi , Objek Retribusi , dan / atau harta dan kewajiban, menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Surut Sctormn Reteibusi Dacrah, vang dapat disingkat SSRD, adalah surat yung oleh
Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
yang ferutang ke Kas Dacrah atau ke tempat pernbayaran iain yang ditunjuk oleh
Kepala Dacrah.
,Surat Ketetapan Retribusi  Dacrah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat
ketelapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi .
Surts iictatanan Resribusi’ Masesh Kurang Rawmr, ymap dapat disingle! SURBHE
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi
, jumiah kredit Retribusk , jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi , besarnya
sanksi administrasi, dan jumlah vang masih harus dibayar
Surar Ketetapan Retribusi  Dacrah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi  yang menentukan tambahan atas
jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Retribusi  Dacrah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah sural
ketctapan Retribusi yang menemukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribust Daerah
Lebih Bayar, yang dapal pembayaran Retribusi karena jumiah kredit Retribusi lebih
besar daripada Reteibusi yang terutangalau tidak seharusnya terutang, ;
ang dapat disingkat SKRDN, adalah suiat
ketetapan Retribusi  yang menentukan jumlah pokok Retribusi  sama besarnya
- dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit
Retribusi . .
Sural Tagihan Retnbusi  Daerab. yvang dapat disingkat STRD, adalah surar untuk

L.

melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atav
denda.

Sural Keputusan Pembtulan adalah surat keputusan yang membetutkan kesalahan
tuiis. kesalahan hitung dan / atau kckeliruan dalam pencrapan ketentuan tertentu
dalam peraturun perundang-undngan Retribusi dacrzh yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Retribusi Dacrah, Surat Ketetapan Retribusi 1Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi  Dacrah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Retribusi
Daeral Lebih Bavar, Surat Ketetapan Retribisi  Daerah Nihil atau Surat Tagihan
Retribusi Dacrah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Retribusi  Daerah, Surat Ketetapan Retribusi ~ Kurang Bayar, Suraf
Ketelapan Retribusi  Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi
Dacrah Lebih Bayar. Surat Ketctapan Retribusi  Duerah Nihil atau terhadap
nemolongan atau pemungutan oich pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi .
_Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi  atas banding terhadap
Surat Keputusas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi .



ditakukan sscars eratur untuk

35. Peinbukuan adalah suatu proses pencatatan yany
mengumpulkan data dan informasi kevangan yang melipuii harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta juinlah harga perolchian dan penyerahan tarang alau jusa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Retribusi berakhiz.

BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYHK RIFTRIBUISI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi bagt setiap orang atau badan hukum
vang mennmmrgljgp_ !‘gs”-‘f'_)e ntae tamnnt r_?; r\fw'\r vanem /Hcf\,’“gl'grru nlr-*h Penjerintah

Daerah;

(2) Obyek Retribusi adalah setiap permanbaatan pasar berupa kios, los bangsal, dan
pelataran pasar, yang discdiakan oleh Pemerintah Daerah:

(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukurm yvang memantaatkan
fasilitas, tempat di pasar. :

BAB 11
GOLONGAN RETRIBUST DAN WILAY A PEMUNGUTAN
Pagal 3

- - 1Tasd

(1) Retribusi pasar digolongkan retribusi retribusi jasa wmums
(2) Retribusi pasar dipungut di wilayah Dacrah.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 4

Tingkat pengunaan jasa pasac didasurkan atas jenis teopat usaha, Klasilikasi tempat
usaha, jasa usaha serta fasilitas yang dimanfaatkan;

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasat 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pads biaya
administrasi, penyediaan fasilitas pasar, biaya kebersihan, biava pemibinaan, jenis usaba,
tempat usaha, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.



Menctapkan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
RETRIBUSI PASAR. i

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
1.

5

(U RS SR ¥

()}

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjua

_Los Bangsal adalah scbuah bangunan tetap di dalam pasar yang

“Kios adalah sebuah bangunan tet
Pelataran terbuka adalah bagian pasar yang

_Pelataran terbuka tetap adalah bagian pasar yang digunakan s

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutua

- Obyek Retribusi Pasar adal

_Subjek Retribusi Pasar adalah orang atau ncihadi yang

Daerzh adalah Kota Kupang.

pPemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kota Kupang
yang lain scbagai badan cksekutifl dacral.

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang,.

Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Dacrah Kota Kupang.

Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Penyidik Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai
negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang dberwewenang khusus
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.
| dan pembeli untuk melakukan transaksi

barang maupun jasa.
Retribusi Pasar adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau

badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar.

. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan

1an untuk melakukan pembayaran retribusi.

Perundang-undangan retribusi diwajib
sifatnya terbuka

tanpa dinding yang digunakan untuk melakukan kegiatan berjualan.

ap dalam bentuk petak yang dupat ditutup dan
dikunci yang dapat dipergunakan untuk kegiatan berjualan atau melakukan kerja
natkah atau perusahaan.
tidak ada bangunannya yang:

dipergunakan sebagai tempat untuk  memperdagangkan barang dagangan aiau

melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan bersifat insidentil.
cbagai tempat berjualan

tetap.

. Penjual adalah setiap orang yang menawarkan barang dagangan, jasa-jasa yang

memanfaatkan fasilitas vang disiapkan oleh Pemerintah.
a hukum yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

nerceroan comanditer nersenran lainnva,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
persckutuan, perkumpulan. yayasad, organisasi masa,
vang sejens, lembaga, bentuk usaha tetap,

Taadar wealaa

melijputi pereernan terhatac
milik Negara atau Daerah
koperasi, dana pensiui,

organisasi sosial politik, atau organisasi
dan bentuk badan lainnya.
ah setiap pelayanan berupa fasilitas pasar yang disediakan

olch Pemerintah Dacrakh.
menggunakan atau menikmati

fasilitas pasar.
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BAB VI

STRUKTUR, BESARNYA KONTRAK DAN TAR
Pasal 6

(17 RETRIBUSE

Scliap orang atau Badan [Hukum yang menggunukar tempal, lasilitas pasar. guna
memasarkan barang, jasa uwaha atau kerja rencari nafiah atau yang bersitut komersial,

di dalam pasar dikenakan Retiibusi Pasar.
Pasel 7

(1 pemerintah Dacrah menetapkan hargd pontrak pasar sebapai benkul:

2. Pasar Kasih Naikoten | dan Pusar (Ocba
1. Kios Bangounan Pemerintah Dacral kugan 3 50% 2 meter sehasar R

525.900,~/tahun
2 Kios Swadaya Pedagang ukuzan 3m x4 m sebesar Re. 1 000,000~ tahun
3 Los Bangsal ukuran 7 mx 4 m meter sebesar Rp. 200,000, - tahun
4. Pelataran Terbuka setiap ukuran 2 mx 2 m sebesar Rp. 200,000~/ takui.
b, Pasar Ocbebo, Kuanino dan Kolhua ==

1 Kios Bangunanan Pemerintah ukuran 3 my 3.5 m  scbesar Rp. 202500
fatam
Kios Swadaya Pedagang ukuran 2 mx2m sebesar Rp. 360.000.~/ tahun
Los Bangsal ukuran 5 m x 2 m schesar Rp. 100,000 -/tahun
i Pelataran Terbuka setiap ukuran 2 m X 2 m sebesar Rp. 100.000 - tahuit

¢c. Kios Stadion Merdeka
|. Lantail kios ukuran 3 mx 3,3 m scbesar Rp.
5 Lantai 1 kios ukuran 35mx6m scbesar Rp. 262.500,-/tahun
(2) Dilarang mengalihkan fasilitas pasar yang sudah discpakatt dalam kontreak kepada
pihak lain, tanpa ijin dari pemerintah Daerah:

(3) Bentuk dan syarat-syarat kontrak ditetapkan oleh Walikota;
(4) Sctiap orang atau Badan Hukum yang mendapat izin untuk mengalihkan hak paka:
fasilitas pasar kepada pihka lain dikenakan retribusi palik nama scbesat nilai

nominal kontrak.

w o

525.000.-./tahun

Pasal 8
Besarnya pungutan Retribusi Pasar chagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Dacrah
ini ditetapkan sebapai berikut ©
1. Pasar naikoten I dan Pasar Oeba

Besarnya Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Dagrah ini

ditetapkan sebagai berikut :

1. Kios Bangunan Pemerintah Dacrah, Retribusi butanan sebe

2 Kios Swadaya Pedagang, Retribusi harian scbesar Rp. +.000.~/har

3. Los Bangsal, retribusi harian sebesar Rp. 700.-/hari

4. Pelataran Terbuka Tetap retribusi harian sebesar Rp. 600 -/hari

5. Pelataran Terbuka Tidak Tetap retribusi harian sebesar Rp. 500.~hari.
7. Ppasar Ocbobo, Kuanino dan Kolhua
Besarnya Retribusi Pasar sebagaimana dimnaksud pada P
ditetapkan sebagai berikut :
1. Kios Bangunan Pemerintah Daerah,
2 Kios Swadaya Pedagang, Retribusi harian sebesar Rp 1.000.~thari
3. Los Bangsal, retribusi hatian sebesar Rp. 700 ~hati
4 Pelataran Terbuka Tetap retribusi harian sebesar Rp. 600~ hari

5 pelataran Terbuka Tidak Tetap retribusi harian cebesar Rp. 500 -/hart.
3 Kios Stadion Merdeka

a2 Lantail:

Retribusi Bulanan sebasar Rp. 125000 bulan
b. Lantaill

sar Rp. 123 000bulan

asal & Peraturan Dacrah ini

Ketribusi bulanan sebesar Rp. 30 00G/bulan



Retribusi Bulanan sebesar Rp. 125,000 -/butan

BAB Vil
MASA RETRIBUSL, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PE'\\ABER\T/\I-M»\N RETRIBUSI

Pasal @

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu bagi wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa pasar dari pemerintal Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saal diterbitkannyd STRD

pasal 11

Surat r,-cmbcr'\(;\h\mn Retribugi terutans terjadi pada saat diterbitkannya SKRD y:mg;

ferutang.

BAB VI
CARA \’\iNl‘i’l'/\Pt\N R\”.'\'Rlli\_)Si
pasal 12
(1) Penctapan Retribusi didasarkan pada SPTDR dengan menerbitkan SKRD:
(2) Dalam hal SPTDR tidak dipenubi wajlb retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan.
3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Walikota.

Pasai 13

Apabila werdasarkan hasil psmeriksaan ditemukan data pary vany belum rerungkap yang
menycbabkan penambuhan retribusi yang terutang, naka dikeluarkan SWRD tambuhan.

BAB X
TTATA CARA 1”}':11\/1&3/\\{:\1'(!\:\?
Pasal 14

L vang

(1) Pembayaran Retribusi Dacrah dilakukan di Kas Dacrah st drempitl

ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan NERYEUHARAN SRR, SKRE Jabatan
dan SKRD tambaban: .

(2) Daiam hal pembayarai dilakukan di rempat lain yars diturnuk,
Daerah harus disetor ke Kas Dasrah selamboat-lambatnyd 1%

waktu yang ditentu an oleh Walikota, penyinmpangan erhedap

sanksi administrasi

(3) Apabila pembayarat Retribusi dilakukan setzlah lewat waktu yana ditentukan

cgbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasul ini. maka dikenakan sanksi administrasi

perupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD:

(4) Apabila RBendahara lalul melaksanakan ayat (2) pasal ini dikenakad sanksi 10 % dari
setoran Bruto. .

maka hast Retribush
74 jam alau dalam
avat inl dikenakan
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Pasal 13

{1) Pembayaran Retribusi Harian dilakukan sccara tunal’

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meniberi 1jin kepada nemakal kontrak dan

wajib retribusi untuk mengangsur  harga kontrak dan  retribusi retribusi terhutang

dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dipcrlmu_zgur-.\__{';uwabkun kecuali

retribusi harian; :

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana

ditetapkan oleh Walikota;

(4) Walikota dapat mengijinkan wajib retribusi untuk m
sampai  batas waktu  yang ditentukan  dengan alasan  yang  dapal
d‘ipertanggungjawabkan.

dihaksud pada ayat (2) Pasai ini

—
LI

enunda pembayaran retribusi

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi dan kontrak schagaiman dimaksud pada P’asal 7 dan Pasal 8
Peraturan Daerah ini diberikan Tanda BRukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pemopayaran.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan fanda bukti pembayar

)
Walikota.

an ditetapkan oleh

BAB X
BIAYA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1) Kepada Instansi pemungut diberikan upah pungut 5 % dari setoran brute:
(2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketsntuan Perundany-

undangan yang berl aku. ‘

BAR Xl
CARA PENAGIHAN
Pasal 138
(1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan dengai cara dikeluarkan surat penegthan
setetah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengelusrhan sural
hayar/penyetoran atau surat laineya yang seients scbagai aw Al tindakan pelaksanaan
(2) Dalam jangka paalktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat reguran peringatansurat lain
yang scjenis, wajib retribusi harus melunasi retribust lerutang:
(3) Surat tepuran/peringatan atau surat lain sejenis sebagaimata dimnaksud pada avat (1)
»asal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat iain yang ditunjuk.

BAR Xl
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBLERBASAN
sasal 1Y
(1) Walikota dapat memberikan pengurangai. keringanan don pebebasan Reztribusic
(2) Tata.cara pembenan pengurangan. keringanan dan peimbebasan reinbust sehagarmana
dimaksud pada ayat (1) pusal ini ditetapkan dengan Keputusan Wl
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BAE X1
CARA PEMBETULAN, FENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasai 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yarg
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung dan atas kekeliruan
dalam penetapan peraturan perundang-undangan Retribusi Dazrah:

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi beruna bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi
terscbut  dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi  atau  bukan  karena
kesalahannya; )

Wajib Retribusi dapat inengajukan permohonan pengurangan atai pembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar:

Permohonan pembetulan scbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini pengurangan,
penetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal im dan pembatalan schagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus
disampaikan sccara tertulis oleh wajib retribusi kepada Waitkota  atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tga pulub) har sejak anggal ditcrmanya SKRD dan STRD
jelas dan meyakinkan  untuk  mendukung

(2

~

—
L
=

—
-
-

dengan  memberikan  alasan  vang

permohonan;
Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Walithot atau

Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima:

(6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada avat (31 pasal
ini Walikota aiau Pejabat vang ditunjuk tidak memberikan keputusan. maka
permohonan pembetulan, pengurangan Ketetapan. penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dan pembetulan dianggap ditabulkan:

(7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurang retribusi kepada wajib

 rerribusi yane setia melaksanakan kewajibannya,

BAR X1V
KEBFRATAN
Pasal 21
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keheraton Lanva kepada Walikotn atas Peiabat
yang ditunjuk atas SKRID atav dokusnen lain yang, dipersamakan.
(2) Keberatan dimaksud diajukan secarn tertedis dalam jangka wak e paiing lama 2 odian
bulan sejak tunggai SKRID diterbitkan kecuale apabtle waph  retribus dapt
menunjukan bahwa jangia waktu v ndok dapac dipenuln Kerena keadian Jd: Tuar

Kekuasaannya;
(3) Pengajuan keberawan tidak menunda kewajiban miembayar retribusi

PPagal 22

(1) Walikota dalam jangka waktu vang paling lama 6 (enam) bulan scjok langgal surat
keberatan diterima harus memberi kepuiusan atas keberatan vang diajukan:

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima scluruhnva atau scbagian,
menolak atau menamban besarnya retribusi vang terutang:

(3) Apavila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini teiah lewat dan
Walikota tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan vang digjukan tersebit
dianggap dikabulkan.



BAB XV
P]fiNGEMBAl,l/\N KELEBIHAN PF,MP,/\.‘\"/\R/\N
Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Walikota:
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama

permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada avat (1) pasal
harus memberikan keputusan,

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ind telah dilaporkan kepada
Walikota  dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam janeka
waktu paling lama 1 (satu) bulan:

(4) Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya. kelebihan pembayaran retribusi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsuny diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut

(5) Penambahan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setetah lewat jangka wakti 2
(dua} bulan Walikota memberikan imbaian bunga acbusar 2% dua persen) sebulan
atas keterfambatan pembayaran kelebihan pembiyiaran petribusi

6 (enam) bulan sgjak  diterimanya

i

BAB XVI
GUGUR
Pasul 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi. gugiir setelah melampaui jangka waktu 2
(tahun) tahun terhitung sciak saat (Crutanghya Retribusi . kecuali apebila wailb
Retribusi metakukan tindak pidana dibidang retribusi dacrah

(2) Gugur penagihan retribusi sebagaiman: dimaksud padie avat (1) Dasal ini tertangguh

~—

apabila:
4. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atad ;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari waiib Retribuzi  langsung raavoun Aidak

langsung.

sl SOV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

ai Pasal § Peraturan Dacrah ini vang tidak membasur iepat
administrasi berupa biaya
fany vang tidak atay kurang

Wajib Retribusi tertentu sestl
nada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi vang teru
dibayar dan ditagih dengan menggunzkan Surai Tagihan Retribuzs Dacrah.

BAS X VIl
CKETENTUAN PEN YIDIKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungai Pemerintah Dacrah dibert

wewenang khusus sebagai Penyidik urituk melakukan penyidikan tindak Pidana di
bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) >asal ini adalah

(RS



(3) Pchyidik sebagaimana dimaksud pad

Menerima, mencari, mengumpulkan  dan meneliti keterangan atau laporan.

a
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribust dacrah agar keterangan atau
faporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b, Meneliti mencari, dan mengumpaulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuaian yang dilakukan sehubungan dengan tindak
Pidana Retribusi Daerah:

c. Meminta keterangan dan barang bukt: dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daeral ; :

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak Pidana dibidang retribusi deerab ;

c. Meiakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lairnya, serta meiakukan penyitaan terhadap
bahan bukti terscbut;

f Dalam keadsan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan
tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu
meiaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat;

g Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak-
Pidana di bidang Retribusi Dacrah ;

h. Menyuruh berhenti dar atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumeir yang dibasi schagainiana dimaksud pada huruf e diatas;

i Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidang Retribusi Daerah

j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi:

k. Menghentikan penyidikan;

I Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana
di bidang Retribusi Daerah dan  menurut  Hukum yang dapat di
pertanggungjawabkan;

m. PPNS dapar meminta bantuan weknis penyidikan dari penyidik POLRL

a ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) peraturan Daerah ini
diancam dengan pidana kurungar paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak 4 (empat ) kali Nilai Kentrak:

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai ini adalah pelanggaran.

RAR XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Nilai Kentrak vany ditctapkan scheium Peraturan Dacrah
dengan berakhirnya masa kentrak.
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG __
NOMOR 10 TAHUN 2002 i
TENTANG
RETRiBUSI PASAR

UMUM.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah  ienygisyaratkan perlu melakukan penataan kembali sumber-sumber
penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan vang didapatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai daerah otonom.

Dengan ditctapkannya Undang-undang Namor i8 Tahun 1997 tentang Pajak dan
retribusi daerah sebagaimana telak diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 sebagai salah satu wpaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber
tersebut antara  lain,  dilakukan  dengan  peningkatan kinerja pemungutan,
penyempurnaan serta pemberian keluasan bagi daerah untuk mengali sumber-sumber
penerimaan, khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-undang Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Untek i maila Pewerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Kupang menelapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang

Retribusi Pasar.

I. PASAL DEMI PASAL.

Pasai 1 s/d 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ¢ Kelebihan pembayaran Retribusi  oleh  wajib
Retribusi diperhitungkan  untuk  menutup
Kewajiban pembayaran utang Retribusi  lain
merupakan hal prioritas.

Pasal 24 s/d 30 : Cukup jelas.
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